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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG

PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT BAGIAN UTARA

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas kawasan
pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, minyak
dan gas, pesisir dan kelautan serta meningkatkan ketersediaan
permukiman dengan mempertimbangkan jumlah, distribusi
dan karakteristik penduduk yang selaras dengan daya dukung
dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan fungsi
lindung, perlu mewujudkan arahan pengembangan ekonomi
wilayah yang didukung pengembangan infrastruktur regional
dan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Jawa Barat Bagian Utara;

bahwa dalam rangka pengelolaan wilayah Jawa Barat Bagian
Utara secara terpadu  sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan Wilayah Jawa
Barat Bagian Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
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Ondang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20117 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerinfah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5004);

Peraturan] [Pemerintah] [Nomo1 [ahun] R0I(Q tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27/ lTahun 2010
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 90);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 227 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
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. Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 1 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum
Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 115);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA

BARAT BAGIAN UTARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Barat.

. Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara adalah Kabupaten

Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi,
Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten
Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan
Kabupaten Kuningan.

Bupati/Walikota di Jawa Barat Bagian Utara adalah Bupati
Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Walikota Bekasi,
Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Bupati Purwakarta, Bupati
Subang, Bupati Sumedang, Bupati Indramayu, Bupati
Majalengka, Bupati Cirebon, Walikota Cirebon, dan Bupati
Kuningan.
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Wilayah Jawa Barat Bagian Utara adalah ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi di
sebagian Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota
Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten
Purwakarta, sebagian Kabupaten Subang, sebagian Kabupaten
Sumedang, Kabupaten Indramayu, sebagian Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan sebagian
Kabupaten Kuningan, yang termasuk dalam delineasi menurut
kriteria distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk
yang mengarah ke utara, serta lahan terbangun berikut hasil
proyeksi distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk
yang mengarah ke wutara, serta lahan terbangun pada
tahun 2029.

Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan
perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman
modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pembangunan Daerah.

Ruang wuntuk Ketahanan Pangan adalah lahan yang
dialokasikan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, perikanan serta pengembangan sarana
dan prasarana yang terkait dengan ketersediaan dan
penganekaragaman, distribusi, serta cadangan pangan untuk
mendukung ketahanan pangan Daerah dan nasional.

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta seluruh faktor
yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek
geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun
akibat pengaruh manusia.

Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk
usaha pertanian.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan
secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Pengembangan Wilayah adalah rangkaian wupaya untuk
mencapai suatu perkembangan sesuai dengan yang diinginkan
di wilayah tersebut.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem
darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan
laut.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
atau budidaya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang
mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta
nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan.
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18. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan
geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai
kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu.

19. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan
sumberdaya buatan.

20. Wilayah Metropolitan adalah wilayah yang merupakan kawasan
perkotaan dengan karakteristik jumlah penduduk yang relatif
besar, luas lahan terbangun yang cukup luas, serta aktivitas
ekonomi yang beraglomerasi.

21. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non
pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor,
profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan
penataan ruang.

22. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam
proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS
adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran  Peraturan Daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran
Paragraf 1
Tujuan
Pasal 2

Tujuan penetapan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian
Utara adalah untuk mengoptimalkan wilayah Jawa Barat Bagian
Utara sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan
industri, minyak dan gas, pesisir dan kelautan, serta memenuhi
ketersediaan permukiman dengan memperhatikan jumlah,
distribusi dan karakteristik penduduk yang sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan di Daerah.

Paragraf 2
Sasaran
Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan pengembangan wilayah Jawa Barat
Bagian Utara adalah :

a. terwujudnya kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

b. terwujudnya pengembangan aktivitas industri, minyak dan gas
secara terpadu;

c. terwujudnya kawasan pesisir dan kelautan berkelanjutan;
d. terwujudnya kawasan permukiman secara terencana;

e. terwujudnya arahan pengembangan infrastruktur pendukung
regional secara terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan
infrastruktur lokal,
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